
JAKARTA (KR) - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII

DPR segera melakukan monitoring ke Arab Saudi untuk

mengomunikasikan kembali biaya haji. Rencana moni-

toring ini dilakukan sebelum Rapat Panja Komisi VIII

DPR tentang pembahasan rencana kenaikan biaya haji,

13 Februari 2023.

"Pada intinya kami minta biaya haji perlu dikaji ulang

dan dirasionalisasikan segera," ujar Anggota Komisi VIII

DPR dari Fraksi PDIP Mochamad Hasbi Asyidiki Jaya-

baya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/1). 

Hasbi menekankan PDIP di Komisi VIII DPR akan

berjuang dan berkomitmen agar biaya perjalanan haji

dapat ditekan atau setidaknya sama seperti tahun 2022,

yakni Rp 39 juta. Pihaknya juga  meminta kajian dan ra-

sionalitas dari Kemenag hingga muncul angka Bipih

yang dibebankan jemaah Rp 69,19 juta.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kemenag Hilman Latief menjelaskan alasan BPIH 2023

naik dari tahun sebelumnya. Usulan BPIH yang nanti

dibebankan langsung kepada jemaah pada periode 1444

H/2023 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022 yang

sebesar Rp 39,8 juta.  Hilman menjelaskan, kenaikan

BPIH 2023 dari tahun sebelumnya karena ada peruba-

han skema persentase komponen Biaya Perjalanan

Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat. (Ati)-f
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Panja Komisi VIII Monitoring ke Saudi

JAKARTA(KR) - Presiden Joko Widodo

(Jokowi) mengajak masyarakat untuk

kembali bekerja keras setelah memasuki

masa transisi dari pandemi Covid-19.

"Karena situasi sudah normal seperti

sekarang ini, saya mengajak kita semua-

nya untuk bekerja keras, bangkit, optimis

untuk mengejar ketertinggalan-keterting-

galan kita," kata Jokowi di Taman La-

pangan Banteng, Jakarta, Minggu (29/1),

saat menghadiri pembukaan Perayaan

Imlek Nasional 2023.

Semangat bekerja keras tersebut, menu-

rut Presiden, tetap perlu dijaga, meskipun

kondisi perekonomian Indonesia sudah

tumbuh sangat baik pada tahun 2022 lalu.

"Kuartal III (2022) kemarin (pertumbuhan

ekonomi) di angka 5,72 persen, inflasi juga

terkendali di angka 5,5 persen. Perkiraan

saya pertumbuhan ekonomi year on year

berada di angka 5,3 (persen)," ujarnya.

Situasi itu, lanjut Presiden, patut disyu-

kuri sebab relatif berada di level terbaik

apabila dibandingkan dengan negara-ne-

gara anggota G20. 

"Seingat saya kalau enggak nomor satu,

ya nomor dua kita, di antara negara-ne-

gara besar," kata Jokowi.

Presiden mengingatkan kerja keras itu

harus dibarengi semangat gotong-royong

yang disebutnya telah membantu masya-

rakat Indonesia selamat dari ancaman

dampak pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Negara, apabila masya-

rakat bisa menjaga semangat gotong-roy-

ong, tolong-menolong, dan saling bantu di

tengah pandemi, tentunya hal serupa juga

dapat diterapkan ketika memasuki masa

transisi. Masa transisi itu diperlihatkan

dengan kebijakan pencabutan Pemberla-

kuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) pada akhir Desember 2022 lalu. 

"Yang besar gandeng yang kecil, yang te-

ngah gandeng yang kecil, yang gede gan-

deng yang kecil, semuanya bermitra, kemi-

traan bergandengan. Kalau saat pandemi

bisa, saat normal pun juga harus diterus-

kan saling membantu, saling menolong, se-

hingga semuanya akan saling terangkat

naik," kata Jokowi. (Ant/Sim)-f

HADIRI PERAYAAN IMLEK NASIONAL 2023

Presiden Ajak Masyarakat Kerja Keras

KAWAL PEMILIHAN UMUM 2024

Mencegah Kemunduran Demokrasi

Dengan demikian, bangsa In-

donesia tidak terlalu pesimistis

dengan kondisi kemunduran

demokrasi yang terjadi saat ini,

karena penyelenggaraan Pemilu

2024 adalah harapan untuk

mengatasi persoalan tersebut.

"Ada sinar yang bisa kita pakai

untuk membuka kegelapan ke-

munduran demokrasi itu, yaitu

Pemilu 2024. Syaratnya, pemilu

harus betul-betul demokratis,

transparan dan jujur, sehingga

perlu kita kawal agar betul-betul

menjadi harapan kita semua,"

ujar Fahmi saat memberikan

sambutan dalam Peluncuran

Outlook 2023 'Ritual Oligarki

Menuju 2024', melalui kanal

YouTube LP3ES Jakarta, Minggu

(29/1).

Ia menambahkan, sebagai sa-

lah satu ujung tombak penye-

lenggaraan demokrasi,  insan

pers dan masyarakat sipil di

Tanah Air perlu benar-benar

mengawal jalannya Pemilu 2024

agar terselenggara secara demo-

kratis.

Sebelumnya, Fahmi berpan-

dangan, pada tahun 2023 konso-

lidasi demokrasi, yakni upaya

menyamakan cara pandang selu-

ruh elemen bangsa untuk men-

jalankan agenda demokrasi se-

cara bersama-sama mendesak

dilakukan untuk mencegah ter-

jadinya kemunduran demokrasi. 

"Apa yang disebut konsolidasi

demokrasi menjadi sangat urgen

dilakukan pada tahun 2023 un-

tuk mengerem kemunduran de-

mokrasi yang berlangsung terus

menerus selama tiga tahun ter-

akhir," ujarnya.

Menurut Fahmi, sejak tahun

2021 LP3ES senantiasa menyua-

rakan fenomena kemunduran

demokrasi yang terjadi di Tanah

Air. Bahkan, dampak kemun-

duran demokrasi itu tidak hanya

terasa di tingkat pusat, tetapi da-

erah.

Pihaknya mencontohkan ber-

dasarkan pengamatan yang di-

lakukan peneliti LP3ES ditemu-

kan, kemunduran demokrasi

berupa pengumpulan kekuasaan

di daerah dalam bentuk dinasti

politik telah memperlambat pem-

bangunan kesejahteraan masya-

rakat di daerah.

Dengan demikian, lanjutnya,

keberadaan oligarki di daerah

sebenarnya telah berlangsung

lama dan berdampak pada pe-

ningkatan perilaku koruptif, dis-

torsi pelayanan publik, bahkan

menurunnya kesejahteraan ma-

syarakat setempat.    (Ant/Obi)-f

JAKARTA (KR) - Direktur Eksekutif Lembaga

Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan

Sosial (LP3ES) Fahmi Wibawa mengajak segenap

bangsa Indonesia untuk mengawal Pemilu 2024 agar

terselenggara secara demokratis guna mengatasi kemu-

nduran demokrasi di Indonesia. 
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Presiden Joko Widodo bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua Pelaksana Perayaan Imlek

Nasional 2023 Franky Oesman Widjaja, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto

Kusuma menabuh gendang saat membuka Perayaan Imlek Nasional 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta,

Minggu (29/1/2023). 


